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RETRIBUSI TEMP AT PENGIMAPAM / PESAMGGRAHAN / VILLA

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
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xvlciliiiibaiig ; bdiivvd ScSilui dengail kctciitudii PdSdl oZ dy'&i (2) Uildaiig-Uildatlg NoiltOf 22 
Tabu i *999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-IJndang Norn or 18 
i dliuii 1997 sebagasmana teiaii diubah clongaii unuaiigAJiidang Nomor 34 
Tahuh 2000 tentang Perubahan atas Tlndang-undang Nonior 18 Tahun 1997 
ieniarig Fajdk Daerah dan Retribusi Daeraii, uipanuang periu mengaiur kembah 
tentang Retribusi Tempat Penginapao / Pesanggrahan 1 Villa.yang ditetapkan 
uciigau Puiaiuiaii Daerali.

*----;__ jiVXvi.S.guIg,itt Liitixaiig-uadflllg NOiixOi i-L iallliil 1>‘ju ivliiaxig xCiiiuGHiUkaH DaOich- 
daerah Kabupaten Dalam Lmgkup Propinsi jawa Timur :
T 7̂  «4 - * _ _......W  AAVfUi u i  i dang Nome A O -r^ x J. k U lU U 1 O/CO ■}•&■!■vi-A'HJV I - 'U U  iv m o H g  x U1UUU IT-rusan Piutang
Negara (Lembaran Negara KepubJik Indonesia Tatum i960 Nomor 106, 
t 2S-C-balian Lembaran Negara Republik Lidc-tiesia Tallinn I960 Nomor 
2104);
Undang-undang Notnor 2 Tahun 1981 tentang Huknm Acara Pidana 
{.Lembaran Negara Republik Indonesia Iahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
T embaran Negara Republik Indonesia Nnmor 3709) ■ 
uiidaiig-Undang Nornui 18 Tahun 1997 Loniang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tarnbahan 
Lembaran Negara Nomor 3685 ) jo Uiidaug-IJiidaiig Nonior 34 Tahun 
2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 
lentaiig i/fyalc i^aerah dan Reiii.busi Daerah (gjOinoarsn Negara Tahun 2ou0 
Nomor 246, Tambahan Jxmbaran xNegara Notnor 4048);

T i-,-A  n r - n -undang Nomor 22 Tahun 1999 IvTii Pemerintahan Dfctv i m i

(Lembaran Negara 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
■---------  ;  ,

6 . t eraruran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peiaksanaan Undang- 
nndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukutit Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun i98I Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3748) :

7. Feiatui'ait Femeiintaii Namoi 20 Tahuii 199/ tciiiang Retribusi uaeiait 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan
T ___ _̂___ >- rp/rnra P----- t~1M T . . A ------\T.n............ "3/T6V>\ .i ^ v u u / « i a n  iN V / g a i d  K ^ /j j u u j i iv .  m u u u v o j a  i m u i u u i  ,

8. Peraturan Pemerintah Nonior 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
i r: TAOfsTtlAfV) 'i Vp uioi v/lUJIWUl ?
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9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyiispnan Peraturan PsruiidangHbidangan cisn S-entuk Rancangsn 
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemeriniah dan Rancangan
Keputusan Presiden;

10. Pciaiuian Daerah Nomor 9 Tahun 2001 teniang Pembsn-ukan dan Susunan 
Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kahupaten Tulungagung ;

11. Peratoian Daerah NciVior 12 tahun 2001 tentang Penibentukan dan Susunan 
Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan 
Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeii Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Daerah jo Keputusan Menteii Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang 
Penvidik Pegawai Negeri Sioii di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemungutan Remousi Daerah;

14. Keputusan Msnteri Dalam Negeii Nomor 175 Tahun 1997 tentang 
redonum Tata Cara remeriksaan ui Bidang Reiribusi Daerah ;

D e . n c r . q n  n e r s e t m u a n

DEWAN PFPW AKTT . AN B ATCYAT D AFP AH-
T r  - t ^ t  r .^  i .-r-. r -rr ▼ tv-* x rvv T/*<
A ^ - V D U r i - i i n r i N  .1  U I ; U  LNV J/iV jfU X N V jr

■ M  E  M  I T  T  U  S  K  A  N

PFRATTTPAN DAERAH KABUPATEN TT IT J  JNGAGIJNG TENTANG 
RETRIBUSI TEMP AT PENGINAPAIT / PESAInGGRAHAN / VILLA

BAB J

T ^ T r'T ’Tr'TVT'T'T T *  V T T H  IT T  T >i K  
A V J U l .L lJ l  1  I .  1 *S K y i> J  X
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a. Daerah adalah Kabuoaten l  ulungagung;
b. Pemerintah Daerah adalah Kepada Daerah beserta Perangkat Daerah 

Oionom yang lain sebagai Badan Eksekutii Daerah;
c. Buoati adalah bunali Tiihin^cnin0 ■
d. Dewan rerwakilan Rakyai Daerah yang seianjuinya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakitan Paly at Daerah Kahupate-n TiihingagUflg sebagai 
Bauan Lcgeslatif Daeiali,

e. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintihan Daerah 
Otonorn oleli Pemoniitah Daerali dan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut azas Desentralisasi;

f. Ke o am titan aoalah vvhlaysji kerja Carnal ssbagsi. PcrangKat Daerah 
Kabupaten;

g. Peraturan Daerah adalah Peraturaii yang ditstapkan oleh Kepala Daerah 
dengan persetujuan Dewan Perw?kiian Rakyat Daer ah ;

h. Pejabat adalah pesawai yang diberi tugas tertentu dibidang retrihusi sesuai 
deiigan peraturan perundang-undangan vang beriaiai;

i. Kas Daerah adalah Ka® Paaeaatah Kabupaten Tti!un$ooi.m<r;
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j, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan 
bask yang meiakukan us&'ia rnaupun yang tidak meiakukan usaha yang 
meliputi perseroKn terboiss, peroeroan komanditer, perseroan lainnya, 
badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan daiam bentuk 
apapun,, firma, kongsi, kcpsrasi, dona pension, persekutuan, perkumpulan, 
vayasan, organisasi massa, oreamsasi sosial politik a to  organisasi yang
ssjenis , lembaga, bentuk usaha tstap t'v

O V l  U >  1 ./ V I 1 4- 44..1Vtuk badan usaha lainnya;
k. Retribusi Jasa Umtirn adalah retnbusi atas lasa vans disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kernantaatan rm im  serta clapst dimkn ati oieh orang pnbadi atau badan :

x. Jasa Ussha i'dvxi'.ii. jiiSa y«.»ng viiSv'diaivuu Oiuli .*■ emeriiitan i>aorak
dengan menganut prmsp-imnsip komersia! karena pada dasamya dapat 
pula disediakan oleh sector swasta ;

m. Retnbusi Penginiipan/Fe^r.nggraiian/Vilja vans selaniutnya dapat disebut
retribusi adalah pemdaqyarsn alas pvluj an peny e diaan tempat 
penmnapan/pesai^gnsh an/villa vans ckmihki dan atau dikelola oieh 
Pemerintah Daerah, ricbk termasuk yang dimiltld dan atau dikelola oleh 
Perusahaan Daerah dan pihsk swasta;

u, Wajib Retribusi adalah orrng pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perandang-undangan retnbusi diwaiibkan untuk meiakukan pembayaran 
retribusi;

o. Masa Retribusi adrDh jrngks wnkto tertentu yang merupakan batas waktu 
bagi Wajib Refri.buri anrok msmanfaatkan fasihtas tempat pengi&apan/ 
pesanggrahan / villa;

p. Surat Pendaferan Obysk Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat 
dismgkat SPORD aiteteh sural v ans digunakan oleh Wajib Retrubusi untuk 
inehpcrkan data obyek retribusi sehagni dasar penghitungan dan 
pembayaran reiriK:-? yang terutang menurut peraturan perundang- 
undangan Retribusi Daerah;

q. Surat Ketetapan Retnbusi Daerah, vane selaniutnva dapat disingkat SKRD, 
adalah surat keputusan ymg menentuksn besaroya jumlah retribusi yang 
terutang;

r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
selaniutnya dapat dumgkat SKRDKKR adalah surat keputusan vans 
menentukan tambahan atas jumlah reiribusi yang telah ditetapkan ;

s« Surat Ketetapan Refcibusi Dr.erah Lebih Ravar, vans selanjutnya dapat 
disingkat SKRDLB, adalah surat nvpjiuSuii yang menentukan jumlah 
keJebihan pembayaran retnbusi karena mmlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang tsrhntaug af-̂ TiT -firfsilr c. <c»1a A^*n«MT rr\ r t - .u  u u 4 * x \ o  w u w i w o n  y u  t v m utang;

t. Surat Tagihan Retnbusi R'srah, vans selaniutnya dapat disingkat STRD, 
adalah surat untuk meiakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan atau dencia;

u. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 
SKRD atau dokumon lam vans ciipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB 
yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpuJkan 
dan mengolah data dan atau keterangan lainnya daiam rangka pengawasan 
kepatukan pemenuhan kewapban retribusi berdasarkan peraturan 
pwfUr .dtrUg" undangan Ret ifcusi Daerah ;

w. Penvidikan tindak pidana di biclans; retnbusi adalah serangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat 
disebut Penyidik, untuk mencan sorts me isumpulkan imkti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta  
menemukan tersaugkariya.
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Dcngan nama RoiLibusi Rcnguiapan/Pcsanggrall in/Vilia dipungui 
retiibusi sebagai pembavaran ata® pelavanan penvediaan tempat penginapan/
pcsanggrahan / villa.

Pasal 3

(1) Obyek Retiibusi adalah pelavanan penvediaan fasilitas penginapan/ 
pvsanggrahanhilla yang duiuliki dan a tan dikelola oleli Pemerintah 
Daerah;

(2) Tidak termasuk obyek retiibusi adalah pelavanan penvediaan fasilitas
pcnguiapaiEpesan^alwi/viua yang dmiihki atau dSkelola olen pih.sk 
swasta.

Subyek Retribusi adalah urang pr..nadi a.tau badan yang menggimakaii 
tempat penginapan / pesanggrahan / villa.

BAB III

G )LONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5

Retiibusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa digolongkan 
sebagai Retiibusi Jasa Vsaha.

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGVNAAN JASA

TmgKat penggonaan jasa cuhitung berciasarkan. jangka waktu 
^emakaian fasilitas temoat oenemanan / oesanssrahan / villa.



B AB V

PRINS1P DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF

Pasol 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan 
besamva tarif Retribusi Penginapan / Pesanggrahan / Villa 
didasarkan pada tujuan untuk mcmperolch keuntungan yang layak 
sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha 
scjchis yang beroperasi secara efisien dan beroiientasi pada haiga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenls penginapan, dan waktu 
pemakaian \

\&) Bcsarnya tarif ditentukan bcrdasarkair tanf penginapan yang berlaku di 
daerah setempat;

(3) Struktur dan besamva tarif sebagaimana dimaksud avat (1) dan (2) 
ditetapkan sebagai bcrikut;
a. Pesanggrahan

a.l. KelasI
- Umum Rp. 40.000,00/haii'Karnar 

a.2. Kelas II
- Umum Rp. 30.000,OO/'haiix’Camar

a. 3. Kelas HI
~ Umum Rp. 20.000,00/iiari/fCarusr

b. Villa/Bunga Low

b. l. Kelas I
- Umum Rn. 75. 

b.2. Kelas H
- Umum Rp. 50.000.00/bari

c. Ruang Pertemuan/Rapat Rp. 100.000,()0/hari

d. Ruang MakanRp. 50.000,()0/hari

e. Daour Umum Rp. 50.000,00/hari



WILAYAH PEMUNGUTAN

Pass! 9

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah tempat
peiyeuitiaB fasilitas pcsguispfiri t pcsafl^rajiM / villa.

BAB VIII

MAS A RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Paw! 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) ban atau
niiCiapi-.'cul lain ol&h Bilpati.

Pasa! 11

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditentukannya SKRD atau 
dokuaaen lain yang dipersoniakari.

BA B IX

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat cHborongkan ;

(2) Retibusi dipungut dengan roenggimakan SKRD atau dokumen lain yang
uipoi.saTfiakan. -

B AB X

SANK ST ADMTNISTRASI 

Pasa! 13

Daiam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar , dikcnakan saxiksi atministi'asi berupa bunga sobesar 
2 % (dua person) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar 
dan ditagih dengan menggunakan STRD.



BAB XX

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pas?! \4

(1) P&nbayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatiyya 15 (lima belas) hari 
sc'jdk diteroitkati SInJvD a ta u  uoicuiiicii lam yang dipersaniakan ;

(3) Taia card peinbayaraiij penyotorari, tcrnpat pombayaran retribusi c&atur 
dengan Kepuatsan Bupati.

BAB XII

f  t  \  o  
y i . )  u urat T eguran atau surat pcnngatan atau surat lain yang sejenis sebagai 

awal tindakan pdaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari 
scjak saat jatuh tempo pcmDayarari j

(?) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat 
pcrmgatan atau surat lain yang sojorus dxsampaikaii vv ajio Ivetriousi barns 
me) uttasi retribusi vane terutarq.

TEMGEMBALIAN KELEBITIAN FEMB AY ARAN

(1) . Alas fcelebihan penipayaran rctubusi vVajib Retribusi. dapat
mengajukan pemiohonan pengembalian kepada Bupati:

(2) Apabila jangka waktu sebagimana dimaksud pada ay at (2) telah dilampui 
dan kepala Daerah tidak mm ibcrikari suatu koputusan, pennohonaii 
pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDJ.-R 
barus diterbitkan dolani jangKa waktu paling lama 1 (sacuj bulan ;

(3) Apabila vVajib Retribusi rriGnipuny ai luang retnousi lainnya, kelebiliaii 
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada aval (1) langung 
dipviiiitungkan uniur** melunaSi tcrlebilr dan urn utang rouiDusi terseout,

(4) Apabila Wftjib ActfiuuSi iuCiupUiiy-;. ■ utaiig i'OuiuuSi icmliiya, kftlnbiiiau 
pembavaran retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
daioiTi jangka waktu paling lama 2  pouaj Duuui sejajv ditei niiKaiiiiya 
SKP.DLB;
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(5) x'Cx'igwmbfilisn kelwbihaii pCiituayaian iCiiiOuSi p Ci llbdy 2f SH fCtflDHv
dil akukan seteiah lewai jangka waktu 2 (dua) biilait Bupati menibsiikan
mlbaldii bui'igd SCDCsaT c, 7o \dua pCi'SCii) SwDuldii ataS keteilamuaiau

pembayaran kelebihan retribusi

Basal 17

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
sccdi'd tertuiis kepcidd Bupati dcngau sckiuaiig‘*kiirarigpivd menyebutean

a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
b. Masa retribusi;
o. besamya kelebiiiau peivibayaran , 
d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembavaran retribusi disampaikan
S C C a i d  iallgSUng titdU HiCidlui pOS tCi'Catat j

/->\wy Bukti penerknaan olcli Tejabat Dacrali atau bukti. penguirnan pos tercatat 
mefupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Basal IR

(1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang ssjenis sebagai 
awai UndaKan pelaksanaaii periagilian rctriuusi dikcluarkan 7 (tujuh) lian 
sejak saat jatuh tempo pembayaran;

(?) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat 
pCiiugatan atau surat laui yaiig SOjCi'iiS diSaiiipoikaii "Wajib Retribusi iuuuS 
mehmasi retribusi yang terutang ;

(3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana 
diiiiaksud pada ayat (l) dikeluafkaii olcli Bupati atau Pejabar yang 
ditunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
Tvr'Tt mmrt u m v
A J l i / i V i J J i l / J J r t . k J r t l ' l  r u i l  X AXAJLM- ,1 >JA

(1)  Bupati dapat memboiikau pcnguiaiigaii. Ivcriiiganan dan pembebasau 
retribusi i

(2) Pemberian pengurangan. atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan iuurupcrliauKau kcru&uipuau wajib retribusi \

(3) rembebasan retiibusi sebagamiaiia diiiiaksud ay at ^i) diberikan kepada 
waiib retribusi aoabila teriadi hal-hal diluar kemampuannya

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
cleft Bupati.
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BAB XV

P E N Y I D I K A N

Pasa! 20

(1) Penyidikan dan penuntutan ferhadap pelanggaran atas ketentuan daiam
1'vi'aiui£111 xJ&Qfdh. HU uilakukafi. otvh Pv3jfibat I wiiyiuik dan. PeiKHitllt seSCiai 
denean ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Disamping Penyidik sebagaimana dimaksud aval (1) Pejabat Pegawai 
Negon Sipil tertentu uimigkung&n PeiVieiHiiah. Daerah cuberi wewenang 
khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan 
Retribusi Daerah scoagaimanu cbiiiaksud doiani uriaang-Undang yang 
berlakiu

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksmd pada avat (2) adalah;

a.

i.u.

C.

d.

e.

6-

k.

menerima. mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atari 
lap or an berkenaan dengan tmciak pidana cubiuang retribusi Daoran 
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jeias ; 
meneliti, mencari dan niongurnpulkan Keterangan msngenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
ochubungan dengan tindak puiana dibidang Rcvribusi Daerah , 
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan 
sehubungan derigan imdsk pi dans diDidang Retnbusi Daerah j 
memeriksa buku-buku. catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dangan imdak pidana dibidang Reuibu&i Daerah \
meiakukan penggeledahan untuk mendapafkan bahan bukti 
pemoukuan, penoatatan dan doku.rnomdokiiuicn loin, ssrta meiakukan 
penvitaan terhadap bahan bukti tersebut;
meminta bantuan tenaga aim daiam rangka pclaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; 
iiicnyuruh berhenti nan atau iiiclaraitg scscorang meninggalkan 
mangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
ddii memeriksa idcntitas orang atau dokurnen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada bumf e ;
memotret sescorang yang DerKaHan uengan iindak pidana Retnbusi 
Daerah;
mcmanggil orang uriiuk uiuc-ngar ketorangaruiya dan. diperiksa sebagai 
tersangka atau sakst; 
men ghentikan penyidikan j
meiakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana dibidang Reiribusi Daerah nienu&ul hukuni yang dapat 
dipertanggung jawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dmiulamya penyidikan dan mcnyanipaikan liasil pcnyidikannya kepaua 
Per,untut Urnum, melatui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai ketentuan
yang diatur daiam Dnuang- Unckng liukuni Acara Pidana yang berlaku.
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(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikan keuangan dacian diauearu pidana kvuuiigair paling lar Yia 6
(enam) bulan atau denda sebanvak-banyaknya Rp. 5 000.000,- (lima juta

..1_ \ .
■ L U p lO U J  ,

(2) Tiiidak pidana yang duiiaksud pada ayai (1) adalah pclanggaran.

Selama belun ditetapkan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini
iu a k a  Swiui'ub. K e te n tu a n ,  pC uO iiia li a ta u  uiouTlkoi y a n g  te la i!  d i te ta p k a n

«e«jmiansr tidak beitentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan raasih
tv  Cap Dwi idku .
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KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23

Dengan berlakuiiya Peraturan Dscrsli ini, snska Peraturan Dacron 
Kabupaten Daerah Tingkat n  Tulungagung Nonior 16 Tahun 1999 tentang 
IvCinr/uSi 1 entpat Penginapan / Pesanggrahan / Villa dinyatakan dicabut uan 
tidak berlaku.

Pasal 24

Ilal-hal yang helum eukup uiatur utuam Pciuiuran Daerah uu, 
ftepamang mengenai pelaksanaannya akan diatur Jebih Janjut oleh Bupati.
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Pasal 25 .

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerali ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 19 September 2001

, BUPATI TULUNGAGUNG

ttd.

Drs. IT A. BOEDI SOESETYO, MM

Diundangkan di Tulungagung 
Pada tanggal 20 September 2001 

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. TUKEDJO, MM 
Pembina Utama Muda 
NIP. 010 086 615

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
TAHUN 2001 NOMOR 9 SERI B.

Sesuai dengan aslinya
ASISTEN EKONOMI DAN PEMB ANGUNAN

Pembina Tingkat I 
NIP. 080 029 883
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PERATUPAAI DAER.AH KABUPATEN TULUNGA.GUMG 

NOMOR 44 TAHLTM 2001 

TFNTANG
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I. FEN j SJLASa N  UMUiVX

Banwa beidasrkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 teniang Pajak Daerah
da?- RetEbnsi Daerah, ?ehagaimana tefeh dinbah dengnsi Undang-imdang Nomor 34 Tahim 
2000 iciiiaxig Pciubahan aias Undang-unuaiig Humor 18 Tahun i997icmaiig Pajak Daerah 
d.«*' T?(̂ triKiict maVa. Pelrihu®’ Pcnoif»?oan / Pe«attaorah/W / Villa merupakan jenis
ReuibuSi Jo&a Uatslia yang nisei aliKail kepdua Poiiiciuiiaii Kabupaten.

t v , . : . . :  .. : i , i .  ______ t u j -------- t t _ j — . . .  \ r „ ............_  ^9 T - n n - ni a a i  o  V i v i a n  U x t t n u i u i g h . a i n i >  a  v i i u c u g - v u u a u g  i i u i u u i  / , / ,  i  - J i i U i  u s  v

tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tmgkat fl Tulungagung
Noiaor 1 C T-'--- 1000

1 u m u : x .^ - f  ̂  j t m g  ’ l iv llg i D c. « a : « A 4 \ a : 
W U W l l g  J .V U U U /U J 1  X. V l l j^ U l« J /U I

T>, iggrahan / Villa
oeriu disesuaikan dan. ditetapkan daiam Peraturan Daerah.
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II. PEN J ELASAN PASAL DEMI PASAL 

rasai 1 s/u 25 : Cukup jeias
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